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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

    1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang (Trafficking in person) (Study Putusan 

No. 1633/Pid/B/2008/PN.TK dengan Putusan No.384/Pid/B/2012/PN.TK), 

meliputi berbagai hal baik itu dilihat dari hal-hal yang bersifat yuridis 

maupun non yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 

terdakwa dan saksi, barang bukti yang ada di persidangan, pasal yang 

terdapat di dalam hukum pidana, latar belakang dan  akibat perbuatan 

terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan 

Faktor agama dari terdakwa, juga hal yang memberatkan bagi terdakwa 

seperti perbuatan terdakwa  bertentangan dengan norma agama dan norma 

kesusilaan dan perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban, juga 

memperhatikan hal yang meringankan bagi diri terdakwa seperti terdakwa 

mengakui terus terang  dan menyesali perbuatannya, terdakwa  belum 

pernah dihukum. Secara garis besar penulis menganalisis bahwa 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana perdagangan orang diatas yaitu : 
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a. Putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mendasarkan 

pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya seluruh unsur pasal yang 

didakwakan oleh jaksa penuntut umum, setelah itu akan ditentukan apakah 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pelanggaran hukum 

atau bukan merupakan pelanggaran hukum. 

b. Setelah diketahui bahwa perbuatan itu melanggar hukum, maka hakim 

menentukan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang 

telah dilakukannya yang selanjutnya menjatuhkan pidana dan jika sebaliknya 

maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

c. Jenis pidana yang akan dijatuhkan mempertimbangkan: 

1. Tingkat kesalahan yang telah dilakukan. 

2. Pengaruh tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban atau masyarakat. 

3. Ancaman terhadap pasal yang didakwakan. 

4. Hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. 

5. Hasil laporan kemasyarakatan. 

6. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. 

 

2. Hal yang melatarbelakangi disparitas pidana pada putusan pengadilan yaitu : 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mendasarkan pada 

terpenuhinya atau tidak terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh 

jaksa penuntut umum, pada kasus 1 terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 11 

Jo Pasal 48 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, sedangkan pada kasus 2 hanya dikenakan pasal 2 ayat (1) 
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Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Karena pada kasus pertama penulis menganalisis telah terjadinya unsur 

pemufakatan jahat dan unsur penipuan yaitu dengan cara Mai Diana alias Dewi 

Wulandari (korban) yang mengaku dijanjikan oleh Fitriyani pekerjaan. Akan 

tetapi, kenyataannya korban malah dipaksa melayani tamu sampai beberapa kali 

di sebuah kafe milik Fitriyani di daerah Panjang yang diberi nama Kafe dan 

Wisma Selayang Pandang, sedangkan pada kasus 2 terdakwa Asmaniar hanya 

memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan cara Anna 

Nurhidayah (korban) yang mengaku dijual oleh Asmaniar kepada laki-laki hidung 

belang, Hakim bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan 

dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan 

minimumnya saja. Untuk itu diperlukan kecermatan hakim dalam membuat 

keputusan dan belum adanya pedoman pemidanaan dalam hukum pidana. 

 

B. SARAN 

 

1. Agar aparat penegak hukum terutama hakim tidak menjadikan perbuatan yang 

bertentangan dengan norma sebagai dasar pertimbangan hakim untuk membuat 

putusan karena hal tersebut telah menjadi dasar penetapan bahwa perbuatan 

memperdagangkan orang adalah sebuah tindak pidana. 

2. Untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya 

dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan 

jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis 

dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut.  


